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KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATUITAN BUPATI SAROLANGUN
NOMORsY TAI-{UN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
BAN'|UAN StrRATUS JUTA SATU DESA

BUPATI SAROLANGUN,

a. balrs'a untuk mclaksanakan dan mcningkatkan efcktiviLas
dan cllsicr:si Jrclaks;rn:r:tn Program Scriitus Jut;r Satu Dcs;r
di Xabupaten Sarolar"rgun agar dapert bcrjalan laltcar scsuiti
dengnn tujuannya maka pcrlu ditctapkarr Pctunjuk Tcknis
Pclaksanaan Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa;

b, bal:u'a bcrdasarkan pcrtimbangan scbagaimana dim:rksud
dalam huruf a, pedu menetapkan Pcraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pclaksanaran Program Bantuan Seratus
Juta Satu Dcsa;

l. Undang-Undang Nornor 54 Tahun 1999 tcntirng
Pernbentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903) scbagaimat-ra telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 20O0 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
PembcntukaJl Kabupaten Sarolangun, Kabupa(cn Tebo,
Kabupatcn Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Tirrrur (Lcrnbaran Ncgara Repubiik ltrdoncsia Tahun 200O
Nomor 81, Tambahan l,cmbaran Negara Republik lndonesia
Nornor 3969);

2. Undang-Und;rng Nomor l7 Tahun 20O3 tcntang Iieuangan
Ncgara ( Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia TahuIr 2003
Nornor 47 Tambaha.n Lcmbaran Ncgara Republik Indoncsia
Nomor 4287\;

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 te ntang
Pcrbcndaharaan Negara ( kmbara Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2OO4 Nornor 5, Tambairan l,embaran
Ncgara Republik lndonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerinlahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 44371 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nornor 59, Tambahan I-embaran Negara
Republik Indonesia Nomor aSaa);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (l"cmbaran Negara Republik Indonesia
Tal"run 2AO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Talrun 20OS tcntang
Pcngelolaan Keuangan Daerah (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Lembr can Negara
Republik lndonesia Nornor a578);

7. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 72 Tahun 2005 tcntang Desa
(Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4587);

8. Pcrarturan Pcmerintah Nomor T3 Tahun 2O0S tcntar.tg
Kclurahan ( Lembaran Ncgetra Rcpublik Indoncsiar Talrun
2005 Nomor 159, Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesi;r
Nomor a588) ;

9. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Sarolangun Nomor 04 Tahun
20O8 terrtarrg Strsunan Organisrrsi ciirr: Tata Xerja L,cmbag:r
'l'cknis Dacrah Kabullalcn Strrol;rngun (L,crnbararr Iliicra.lr
Kabul>atcn Sarolangun Tahun 2O08 Nonror O4) scbagairnatra
telah bcbcrapa kali diubah Lerakhir dcngan Pcraturan
Dacrah Kabupatcn Sarolangun Nomor 05 Tahurr 2012
tcntang Pcrubahan Kcdua Atas Pe raturan Dacrrrh
Kabupatcn Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tultang
Susunan Organisasi dan Tata Kcrja Lembaga Teknis Dacrai.r
Kabupaten S:rroiangun (Le mbaran Dacrah Kabupatcn
Sarolzrngun Tahun 2012 Nomor 05);

10. Peraturan Daerair Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun
2Ol3 tcntang Program Batrtuan Scratus Juta satu Dcsa
Kabupatcn Sarolangun ( Lembaran Daerah Kabupatcn
Sarolangun Tahun 2013 Nomor 5|;

i i. Pcraturan D:rerah Kabupatcn Sarolangun Nomor I 'l'altun
20 13 tcntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2Ola (Lcmbaran
Dacrah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor l);

IvIEMUTUSIiAN :

l.icnctapkan : PERA'I'UMN BUPATI TENTANG PDTUNJUK TEKNIS PROGRAM
BANTUAN SERATUS JUTA SATU DESA

BAB I

KtrTEN'TUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1" Pcmerintah Daterah Kabupaten Sarolangun adalah Bupati Sarolangun clap
Pcrangkat Dacrah Kabupaten Sarolangun sebagai unsur penyelenggaraan
pcmerintahan daerah ;

-) Bupati adalah Bupati Sarolangun;
Dervan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Badan Legislatif Dacrah Kabupaten Sarolangun;

4. Dinas Penclapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sarolangun;



5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjunya
disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan P'merintahan
Desa Kabupaten Sarolangun;

6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat
Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun;

7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mcngurus.kepentingall masyarakat
setempat, bcrdisarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerinlahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Kawasan Pedcsaan adalah wilayah kesatuan masyarakat hukum yang

mcmpunyai kegiatan utama di bidang pengelolaan sumber daya manusia,
yang' bcrfungsi scbagai tempat pcmukiman, pelayanan jasa sosial dan

kegiatan ekonomi;
10. peirerintahan Desa adalah Penyclenggaraan Urusan Pemerintahan oleh

pcrrrcrintai'ran Desa dan Badan Permusyat*'aratan Dcsa dalam mengatur dan
mcngurus kcpcntingan masyarakat sctempat, bcrdasarkan asal usul dan
irdat istiadat setcmpat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintai'ran
Ncgara Kcsatuan Rcpublik lndoncsia;

I 1. Pcmcrirrtal'r Dcsa adalah Kcpala Dcsa dan Perangkat Desa scbagai Unsur
Pc n-yclcnggiiraa n Pcrnerintalran Dcsa ;

i 2. Ilrrti;rrr I)crnrus_\'a*'aratar.! Dcsir ]'.rltg scliinjuln;'a disingkat llllD ad:rlcrh

Lcrrrb3gir ).trng nrcrupakan pcnuujud;.rn dcr:rokrasi dalanr i^-nyclcnggarrlarl
pcmcrintaftan dcsa scbagai unsur pcnyclenggara pcmerintahan dcsa;

13. hcrltur3rt Dcs:r adalah pcrundang-und:rngan yang dibuat oleh BPD bersanra
Kcpala Dcs:t;

14. Pcr:angkat Dcsit adalair unsur staf pclaksan:r tcknis lapangan dan unsur
kcu,ilal'alran yang mcmbantu tugas dan welr'enang Kepala Desa selain
Sekrctaris Dcsa;

15. Program Bantuan Serettus Juta Satu Dcsa/Kelurahan yang selanjutnya
disiirgkat SDRJUSADE adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Dacrah
Kcpada Pcmerintah Dcsa/Kclurahan untuk membiayai kegiatan Percepatan
Pcmbangunan Desa/Kelurahan dan Penangguianga;r Kemiskinan yang
dananl'a diluar Alokasi Dana Desa.

BAB Ii

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pcngaturan Program Bantuan Se ratus Juta Satu Desa dan Kclurahan
dimaksudkarl untuk mcmbcrikan kcpastian hukunr teriradap pcnyelengaraan
bantuall kcpada Desa dan Kelurahan secara berkesinambungan di Kabupaten
Sarolangun.

Pasal 3

Progrant Bantuatr Scratus Juta Satu Dcsa dimaksudkan untuk meur-rjudkan
pcrnbapgun.rtl y€rng nrerata dan berkcsinambungan yang dimulai dari desa kc
kota.

Pasal 4

Penyelengaraan Program Bantuan Seratus Juta Satu Dcsa bertujuan untuk :

1. Mepingkatkan parlisipasi seluruh masyarakat, khususnya Masyarakat Pra
Sejahtcra dalam pengambilan keputusan perencaJlaan, pelaksanaan,
pcmantauan dan pelestarian pembangunan ;

2. Meningkatkan kemetmpuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam
perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunarl secara partisipatif
sesuai dengan potensi desa;

3. Melembagakan pengelolaan pembangunan
mendayagunakan sumberdaya lokal;

4. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa
pengelolaan pembangunan partisipatif;

partisipatif dengan

dalam memfasilitasi



5. Menycdiakan infrastruktur dasar;
O. tut"niotong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat'

7. Mendoron! ierUerituk dan berkembangnya kerjasama antar desa.

a. k{""g"*bangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya

penganggulangan kemiskinan perdesaan'

BAB III

PTTUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN SBRATUS JUTA SATU DESA

Pasal 5

Dcngan Pcraturan Llupali ini dite*rpkan Petunjuk Teknis Program Batuatr

Scralus Juta Satu Dcsa diKabupatcn Sarolangun'

Pasarl 6

Pcturrjuk Tcknis scbagaimana dinraksud darlarrrr Paserl 5 diurarikan lcbih l;rnjut

datani Lampiran y"ng**.r.rpakan bagian yang tidak terpisatrkan dari Peraturiln

Bupati ini.
i-lAiJ lv

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengatr ditctapkannya Pcraturan Bupati ini, maka Pcraturarl Bupati Sarolangun

Nom-or 40 tahun 20 i3 tentang Pcdoman Pelaksanaan Program Seratus Juti] Satu

Dcsa bescrta pcrubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa.l 8

Pcraturan Bupati ini mulai lrcrlaku pada tanggal diundangkan'
Agar setiap orang dapat m'',getah.,i.,y,, memerintalrkan Pengundangarr
pf.",r.r. Bupati ini aengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Sarolangun.

D iteta.pkan di Sarotrangun

Diundangkan di Sarolangun
pada tarrggal 3o Ju rLt 2oL4

RAH
NGUN,

BtrRITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2Ol4 NOMC,t e*{
fSE L


